
KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 22TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI

HUKUM (JDIH)PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang a. bahwa dengan telah dilantiknya Anggota Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Kepulaua-n Bangka Belitung

Periode 2023-2028 berdasarkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 438 Tahun 2023 tentang

Pengangkatal Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Kepulauarr Bangka Belitung Periode 2023-2028, telah

terdapat penggantian Pimpinan pada Komisi Pemilihan

Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud huruf a di atas dan untuk melaksanakan

ketentuan Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan

Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan transaksi Elektronik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan

Mengingat



.)

Lembaran Negara Republik Indonesia 4843);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Irmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2O22 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum menjadi Undang-Undang (l,embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O23 Nomor 54, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peratural Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015

tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 456);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah

beberapa kali teralhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor \2 Tahun 2023 tentang

Perubahan Kelima Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Ke{a Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2O23 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun

202O tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan



Menetapkal

KESATU

-o

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 14 Tahun 2020 tentang T\rgas, Fungsi, Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihal Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 99);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

13a/Kpts/KPu/Tahun 2016 tentang Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan

Umum;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

LO / HK.4 I A8 I 2023 tenlang Pedoman Teknis Pengelolaan

Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Frovinsi dan Komisi Pemi-lihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN

DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) PADA

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPUI.,AUAN

BANGKA BELITUNG.

Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Kepulauan Balgka Belitung yang terdiri dari Tim

Pembina dan Tim Teknis sebagaimana Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU bertugas:

a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan

KEDUA



-4-

KETIGA

KELIMA

jaringan dokumentasi dan informasi hukum di

lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung;

b.menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar

pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;

dan

c. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan

hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu

wujud tata kelola pemerintah yang baik, akuntabel,

transparan, efektif dan efisien.

Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

bertugas:

a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi

hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses

secara cepat dan mudah;

b. melakukan pengunggaan seluruh kegiatan yang

berkaitan dengan bidang hukum;

c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya

manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola;

dan

d. melakukan evaluasi per semester dan laporan taltunan.

Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Nomor 10 Tahun 2022 Tentartg Perubahan Kedua Atas

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan

Barrgka Belitung Nomor 6 Tahun 2022 Tenta-ng

Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum (JDIH) pada Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.
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KEENAM

Ditetapkar di Pangkalpinang
pada tanggal 4 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULA AN BANGKA BELITUNG,

HUS

: Keputusan ini mulai berla-ku pada tanggal ditetapkan.
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 22TATIUN 2023

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI

HUKUM (JDIH) PADA KOMISI PEMILIHAN

UMUM PROVINSI KEPUI,AUAN BANGKA

BELITUNG BELITUNG

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

B.TIM TtrKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Ketua Ketua Pembina1 Husin

Pembina2 Muslim Ansori Divisi Hukum &

Pengawasan

PembinaHartati Divisi Teknis

Penyelenggaraan

PembinaDivisi Perencanaan,

Data & Informasi

4 Yuli Restuwardi

PembinaDivisi Sosialisasi,

Pendidikan Pemilih,

Partisipasi Masyarakat

& Sumber Daya

Manusia

5 Deni

PembinaSekretaris6 Idat Sudrajat

Pimpinan RedaksiKepala Bagian Hukum &

Sumber Daya Manusia
Yusef Suldi1

Wakil Pimpinan RedaksiKepala Sub Bagian

Hukum
2 Rahenris

Pelaksana RedaksiPelaksana Sub Bagian

Hukum

Erzha Akbar

Senjaya

J

NO NAMA JABATAN KEDUDT'XAN

DALAM TIM

NO NAMA JABATAN I(EDUDUKAN

DALAM TIM
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Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 4 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANGKA BELITUNG,

4 Declqr Antara Tenaga Administrasi Sub

Bagran Hukum

Pelaksana Redaksi

HUSIN


